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PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA 

NOMOR 1 TAHUN  2013 
TENTANG 

PEDOMAN DAN PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA 
 INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI,  

KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA, 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Badan Meteorologi, 
Klimatologi, dan Geofisika yang bersih dan bebas dari 
korupsi, kolusi dan nepotisme menuju tercapainya tata 
kelola pemerintahan yang baik (good governance) perlu 
adanya pertanggungjawaban dari penyelenggara negara  
dalam mencapai visi, misi dan tujuan yang dilaporkan 
pada setiap akhir tahun anggaran dalam suatu laporan 
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan dalam rangka 
meningkatkan akuntabilitas, responsibilitas dan kinerja 
instansi pemerintah serta kualitas laporan 
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu 
menetapkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi 
Klimatologi dan Geofisika Tentang Pedoman dan 
Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 
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Pemerintah di Lingkungan Badan Meteorologi, 
Klimatologi, dan Geofisika; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang 
Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang  
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; 

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor PER/09/M.Pan/5/2007 Tentang 
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di 
Lingkungan Instansi Pemerintah; 

6. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan 
Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2009 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, 
Klimatologi dan Geofisika; 

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 
tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan 
Pelaporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah; 

8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 
239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman 
Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah; 

9. Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika 
Nomor KEP.005 Tahun 2004 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Balai Besar Meteorologi dan Geofisika, 
Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi dan Stasiun 
Geofisika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor 
007/PKBMG.01/2006. 

Memperhatikan: 1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 
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2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang 
Percepatan Pemberantasan Korupsi; 

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan  : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, 

KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PEDOMAN 
DAN PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA 
INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN 
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA. 

Pasal 1 
Pedoman Dan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan ini. 

Pasal 2 
Peraturan Kepala Badan ini merupakan petunjuk bagi unit organisasi di 
lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dalam 
menyusun dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
(SAKIP), yang terdiri dari Rencana Strategis, Perencanaan Kinerja 
Tahunan, Kontrak Kinerja, dan Pelaporan Kinerja yang dilengkapi dengan 
dokumen Indikator Kinerja Utama. 

Pasal 3 
Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia. 

 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 29 April 2013 
KEPALA BADAN METEOROLOGI, 
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, 
 
 
SRI WORO B. HARIJONO 

 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 30 April 2013  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI 
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, 
 
AMIR SYAMSUDIN 
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